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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1),
Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor
74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol terkait dengan pemberian izin
usaha industri dan penetapan standar mutu produksi
minuman  beralkohol, perlu mengatur ketentuan
pengendalian dan pengawasan industri minuman
beralkohol,

bahwa ketentuan pengendalian dan pengawasan industri
minuman  beralkohol sebagaimana diatur dalam
Peraturan  Menteri  Perindustrian = Nomor 63/M-
IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Industri dan Mutu Minuman Beralkohol sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 62/M-IND/PER/8/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan  Menteri  Perindustrian = Nomor 63/M-
IND/PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan

Industri dan Mutu Minuman Beralkohol sudah tidak
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Mengingat

sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan
peraturan perundang-undangan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pengendalian

dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5797);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 190);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 142);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1509);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN
BERALKOHOL.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung
etil alkohol atau etanol (CoHsOH) yang diproses dari
bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat
dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi
tanpa destilasi.

Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman
Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun
temurun yang dikemas secara sederhana dan
pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta
dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau
upacara keagamaan.

Alkohol Tidak Tara Pangan adalah produk hasil
fermentasi dan/atau destilasi yang tidak tara pangan
(non food grade) yang tidak diperuntukkan untuk
produksi makanan dan/atau minuman.

Alkohol Tara Pangan adalah produk hasil fermentasi
dan/atau destilasi yang tara pangan (food grade) yang
diperuntukkan wuntuk produksi makanan dan/atau
minuman.

Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah
izin yang diberikan kepada setiap orang untuk
melakukan kegiatan usaha industri.

Perusahaan Industri Minuman Beralkohol adalah setiap
orang yang melakukan kegiatan usaha Industri Minuman
Beralkohol yang berkedudukan di Indonesia.

Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya

disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber
daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak,
serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama
lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan,
penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data
dan/atau informasi industri.

Rekomendasi adalah surat yang memuat keterangan
teknis untuk mendapatkan persetujuan perubahan IUI.
Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah Identitas pelaku Usaha yang diterbitkan oleh
lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan
pendaftaran.

Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang
selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk
menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik,
pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena
cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan
eceran dibidang cukai.

Audit Kemampuan Produksi adalah kegiatan
pemeriksaan untuk menilai kemampuan proses produksi
sesuai dengan kapasitas produksi berdasarkan Izin
Usaha Industri yang dilakukan oleh surveyor.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perindustrian.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang untuk
melakukan pembinaan industri Minuman Beralkohol di
Kementerian Perindustrian.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang untuk
melakukan pembinaan industri Minuman Beralkohol di
Kementerian Perindustrian.

Dinas Provinsi adalah perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian di tingkat provinsi.



16.

(1)

(2)
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Dinas Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perindustrian di tingkat kabupaten/kota.

Pasal 2
Setiap Perusahaan Industri Minuman Beralkohol wajib
memiliki TUT.
Kegiatan industri Minuman Beralkohol harus memenuhi

ketentuan standar mutu produksi Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai

berikut:

a.

(1)

Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang
mengandung etil alkohol atau etanol (CoHsOH) dengan
kadar sampai dengan 5% (lima persen);

Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang
mengandung etil alkohol atau etanol (CoHsOH) dengan
kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20%
(dua puluh persen); dan

Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang
mengandung etil alkohol atau etanol (CoHsOH) dengan
kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan

55% (lima puluh lima persen).

BAB II
IZIN USAHA INDUSTRI UNTUK INDUSTRI MINUMAN
BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4
IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
diberikan sesuai dengan ketentuan bidang peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang bidang



